BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.299, 2010 KOMISI PEMILIHAN UMUM Pemilihan. Kepala
Daerah. Pedoman.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 09 TAHUN 2010
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENY ELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang :a bahwauntuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf
a dan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU
Provins dan KPU Kabupaten/K ota merencanakan program,
anggaran, dan jadwal pemilihan umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah provinsi dan kabupaten/kota;

b. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf v dan Pasal 10 ayat
(3) huruf v Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Provins dan KPU
Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan wewenang lain
yang diberikan olen KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-
undang;

c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagai mana dimaksud
pada huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, telah


http://www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.299

Mengingat

ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62
Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

. bahwa berdasarkan hal tersebut hurf a, huruf b, dan huruf c

serta dengan memperhatikan perkembangan keadaan
berkenaan dengan pelaksanaan tahapan dan jadwal
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
dalam Tahun Anggaran 2010, perlu mengganti Peraturan
Komis Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;

. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b,

huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Komis
Pemilihan Umum tentang Pedoman Penyusunan Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844) ;

. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
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5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633) ;

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2008 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
43865);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 57 Tahun 2009;

9. Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008
tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komis Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komis Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan
Komis Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan
Komis Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

11. Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisas dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komis
Pemilihan Umum Proving, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2008;
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Memperhatikan : Keputusan rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 20

Mei 2010;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.

Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan Rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasla dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya
disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota
dan Wakil Walikota untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasla dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Komis Pemilihan Umum, Komis Pemilihan Umum Provins/Komis
Independen  Pemilihan  Acen dan  Komisi  Pemilihan  Umum
Kabupaten/Kota/lKomis Independen Pemilihan Kabupaten/K ota selanjutnya
disebut KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/ KotalKIP
Kabupaten/Kota di wilayah Aceh adalah penyelenggara Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum.

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK, PPS, KPPS
adalah Panitia yang bersifat sementara yang bertugas membantu KPU
Proving dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan, di tingkat
Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya, dan ditempat pemungutan suara
(TPS).
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5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah
petugas yang diangkat PPS untuk membantu penyusunan daftar pemilih di
tiap desa’kelurahan dan bersifat sementara.

6. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu
Kabupaten/K ota adalah Panitia yang bersifat sementara dibentuk oleh Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah Provinsi dan
Kabupaten/K ota.

7. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu
Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota
untuk mengawasl Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan atau
sebutan lain.

8. Panitia Pengawas Pemilu lgpangan adalah petugas yang dibentuk oleh
Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa/K elurahan atau sebutan lain.

Pasal 2

(1) Untuk penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
KPU membentuk Peraturan KPU.

(2) Peraturan KPU sebagamana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
KPU Proving, dan/atau KPU Kabupaten/K ota :

a. membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan
oleh KPU;

b. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;

c. menyampaikan laporan periodik mengena tahapan penyelenggaraan
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Provins
dan/atau KPU,

BAB II
ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman
padaasas :
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